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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Negara memiliki tugas untuk memberikan serta menjamin kesejahteraan 

dari setiap warga negaranya, hal ini disampaikan dan dijamin oleh konstitusi kita 

yaitu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) 

tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa 

“(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan.” Dengan demikian penulis menafsirkan bahwa setiap warga 

negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang akan digunakan untuk 

menghidupi atau mencukupi kebutuhanya demi memiliki kehidupan yang layak 

sebagimana telah diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945. 

Meski begitu kehidupan yang baik dan sejahtera bukanlah sebuah hal yang 

secara cuma-cuma diberikan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan tiap-tiap 

warga negara juga harus berusaha agar ia mendapatkan hak untuk memiliki 

kehidupan yang baik tersebut.Walaupun begitu negara pun juga memiliki andil 

untuk memastikan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan kesejahteraan bagi diri mereka masing-masing, salah satu cara untuk 

menjamin terlaksananya amanat konstitusi serta untuk menjamin setiap rakyatnya 

memiliki kehidupan yang baik dan layak adalah dengan cara memastikan bahwa 

perekonomian di Negara berjalan secara baik dan benar seperti yang tertulis dalam 

Pasal 33 ayat 4 UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa ”Perekonomian nasional 
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diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Adapun 

makna yang dimaksud dalam rumusan pasal yang dijabarkan di dalam pasal 

tersebut adalah setiap usaha untuk mewujudkan perekonomian  nasional yang baik 

yang mana di dalamnya termasuk mengenai peraturan-peraturan ataupun undang-

undang yang dibuat untuk meregulasi setiap kegiatan perekonomian yang 

dilakukan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam 

pasal tersebut demi terwujudnya kesejahteraaan di masyarakat. 

Usaha untuk memajukan perekonomian bangsa bukanlah sebuah tugas yang 

mudah seringkali, Negara seringkali mengalami kegagalan dikarenakan oleh 

berbagai faktor seperti yang terjadi pada Indonesia di tahun 1998 ketika Indonesia 

mengalami sebuah musibah yang disebut sebagai Krisis Moneter, adapun penyebab 

dari kejadian ini adalah salah satunya dari buruknya kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah.1 kibat krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada saat itu, banyak 

pengusaha ataupun perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan tidak sedikit 

perusahaan-perusahaan tersebut masih memiliki utang untuk dilunasi namun tidak 

memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutang-hutang tersebut, kondisi seperti 

ini disebut sebagai kepailitan. 

Di dalam menjalankan sebua usaha terkadang pelaku usaha membutuhkan 

dana lebih untuk mengembangkan usahanya ataupun untuk kepentingan lainnya 

                                                
1	
  “Penyebab Krisis Moneter”, https://www.seputarforex.com/penyebab-krisis-moneter-122989-
12.Diakses pada 4 April 2019, pada pukul 19.16 WIB 
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yang berkaitan dengan usaha yang dimilikinya, dikarenakan tidak selalu sang 

pelaku usaha memiliki dana atau modal yang cukup untuk melakukan hal tersebut 

maka seringkali para pelaku usaha meminjam sejumlah dana untuk kemudian 

dijadikan modal untuk mengembangkan usahanya dan orang yang meminjam uang 

tersebut2memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai 

dengan perjanjian yang sudah disepakati, hal demikian seringkali disebut sebagai 

utang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun dikenal adanya 

perjanjian utang-piutang lebih tepatnya pada Pasal 1754 yang menyatakan bahwa 

pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis 

karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula, namun terkadang 

terdapat kondisi dimana sang peminjam uang atau debitur menemukan sebuah 

kondisi dimana ia tidak dapat melunasi utang-utangnya terhadap kreditur yang 

dimilikinya.3 

Kepailitan berasal dari kata pailit yang mana menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), pailit memiliki arti sebagai “jatuh (tentang perusahaan dan 

sebagainya), bangkrut, jatuh miskin”.4  Selain di dalam KBBI istilah pailit juga 

dapat ditemukan dalam bahasa Perancis, Latin dan Inggris yang mana dalam bahasa 

Perancis dikenal istilah yang disebut sebagai faillite yang memiliki arti sebagai 

kondisi pemogokan atau kemacetan dalam pembayaran utang sementara pihak yang 

                                                
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
3 R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta:Pradnya 
Paramita,1992), hal-451. 
4	
  Ibid  
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mengalami kondisi tersebut disebut sebagai Le Faille. Istilah serupa juga dapat 

ditemui dalam bahasa Latin yang menyebut pailit sebagai failite sementara dalam 

bahasa Inggris pailit dikenal dengan sebutan to fail.5 

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia sudah ada sejak jaman 

penjajahan Belanda, menurut Sri Rejeki Hartono pengaturan mengenai kepailitan 

dapat dibagi menjadi 3 masa yaitu: 

1.   Sebelum berlakunya Faillisements Verordening	
  

 Sebelum diberlakukanya Faillisements Verordening pengaturan mengenai 

kepailitan diatur di dalam dua peraturan yaitu:6 

a.   Wet Book Van Koophandel lebih tepatnya dalam buku ketiga peraturan 

ini yang diberi judul “Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen 

van kooplieden” atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai 

“Peraturan mengenai ketidakmampuan pedagang”, peraturan ini 

mengatur mengenai ketentuan terhadap pedagang yang mengalami 

kepailitan dimasa itu. 

b.   Reglement op de Rechtsvoordering. S. 1847-52 bsd 1849-32 dalam buku 

ketiga peraturan bab ke tujuh peraturan tersebut yang diberi judul “Van 

den staat Von Kenneljk Onvormogen” atau dalam bahasa Indonesia 

memiliki arti sebagai “Keadaan nyata-nyata orang tidak mampu” 

                                                
5 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,( Jakarta:Rajawali 
Press,2002), hal.26-27. 
6 Sri Rejeki Hartono, Hukum Kepailitan, (Malang: UMM Press, 2008.), hal-9. 
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Meskipun sudah dibuat peraturan demi mempermudah urusan-urusan para 

pihak yang mengalami Kepailitan serta memberikan kepastian hukum 

kepada mereka dimasa itu, pada praktinya dua peraturan tersebut justru 

menimbulkan banyak kesulitan bagi para pihak yang mengalami kepailitan 

seperti contohnya: 

a.   Banyaknya formalitas yang menimbulkan kesulitan dalam 

pelaksanaan. 

b.   Biaya yang tinggi 

c.   Kreditur memiliki pengaruh yang sedikit dalam proses penyelesaian 

kepailitan. 

d.   Penyelesaianya memakan waktu yang lama  

Karena peraturan tersebut masih memiliki banyak kelemahan serta 

dirasa timbul kebutuhan akan peraturan yang lebih memberikan kemudahan 

serta tidak terlalu menggunakan banyak biaya dalam menyelesaikan proses 

kepailitan maka dibentuk peraturan baru yaitu Faillisements verordening 

(S. 1905-217)7 

2.   Masa berlakunya Faillisements verordening 

Sejatinya pengaturan mengenai Kepailitan ini hanya berlaku untuk 

golongan Eropa serta golongan Cina juga golongan Timur asing, meski 

begitu pada saat itu golongan Bumi Putera juga dapat mengikuti pengaturan 

yang diatur dalam peraturan ini dengan syarat melakukan penundukan diri 

atau dalam arti lain mereka harus tunduk terhadap pengaturan yang 

                                                
7	
  Ibid, hal.5 
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diberlakukan terhadap golongan Eropa,Cina dan Timur asing. Perbedaan 

mendasar dari peraturan ini dengan peraturan Kepailitan yang diberlakukan 

sebelumnya adalah, peraturan ini diberlakukan atau dapat digunakan oleh 

semua orang terlepas dari status hukumnya, peraturan ini berlaku untuk 

orang biasa serta Pedagang baik dalam bentuk Perseorangan ataupun dalam 

bentuk Badan Hukum. 

3.   Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) 

Dan yang terakhir atau masa ketiga dari peraturan mengenai Kepailitan di 

Indonesia dapat ditemui ketika Pemerintah Indonesia mengadopsi 

pengaturan mengenai Kepailitan yang dibuat oleh Belanda dan membuat 

peraturan mengenai Kepailitan-nya sendiri dengan dikeluarkanya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang atau PERPU nomor 1 tahun 1998. 

PERPU tersebut kemudian dirubah atau ditingkatkan menjadi Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan perubahan yang 

terakhir terjadi pada tanggal 18 November 2004, yang mana di dalam 

perubahan terakhir ini UU Kepailitan mengalami penyempurnaan dan 

digunakan sebagai peraturan yang mengatur mengenai Kepailitan sampai 

dengan hari ini.	
  

Syarat kepailitan sebagaimana yang tertulis dalam UU Kepailitan terdapat 

pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa:8 

                                                
8	
  Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan 
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1.   Ada dua atau lebih kreditur. kreditur adalah orang yang mempunyai 

piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di 

muka pengadilan "kreditur" di sini mencakup baik kreditur konkuren, 

kreditur separatis maupun kreditur preferen. 

2.   Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah 

kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena 

telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana 

diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang 

berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis 

arbitrase. 

 Dan untuk ketentuan tambahan berkaitan dengan persyaratan dijatuhkanya 

keputusan pailit terhadap seorang Debitur dalam Pasal 8 Ayat  4 dinyatakan bahwa 

permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan 

yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Melihat dari 

persyaratan yang sudah dijabarkan diatas maka seorang debitur dapat dimohonkan 

pailit hanya dikarenakan debitur tersebut memiliki dua utang yang sudah jatuh 

tempo dan dapat ditagih serta kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana, 

meskipun sejatinya debitur masih memiliki kemampuan untuk melunasi utang-

utangnya karena sebagaimana UU Kepailitan mendefinisikan kepailitan lebih 

tepatnya pada Pasal 1 ayat 1 dimana Kepailtitan didefinisikan sebagai “Sita umum 

atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan 
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oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang ini.”9 

Konsekuensi hukum apabila sang Debitur dinyatakan pailit adalah sang 

debitur tidak lagi dapat menjalankan usahanya, dan sesuai pengaturan di dalam 

pasal tersebut kekayaan yang dimiliki oleh Debitur disita dan akan digunakan untuk 

melunasi utang-utang yang dimiliki oleh Debitur terhadap para kreditur. Hal ini 

menunjukan bahwa apabila seorang Debitur diputus Pailit oleh pengadilan maka ia  

mengemban kewajiban serta konsekuensi hukum dari seorang Debitur pailit yang 

secara nyata tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya meskipun 

sesungguhnya debitur tersebut masih dalam keadaan yang mampu untuk melunasi 

utang-utangnya apabila persyaratan dari Kepailitan hanya mengisyaratkan 

dibutuhkanya 2 utang yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih serta dibuktikan 

secara sederhana sebagai syarat utama Kepailitan tanpa memberikan persyaratan 

lanjutan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar utang yang 

dimiliki oleh debitur. Menurut Sutan Remy Sjahdeini seharusnya Kepailitan 

merupakan sebuah Ultimum Remedium atau Last resort atau dalam arti lain sebagai 

upaya terakhir bagi kreditur dan debitur untuk menyelesaikan utang-piutang 

diantara mereka10. Ultimum remedium merupakan istilah yang sering disebut 

sebagai upaya hukum terakhir atau merupakan sebuah langkah hukum terakhir yang 

ditempuh setelah langkah-langkah hukum lainya telah sebelumnya telah dilakukan 

                                                
9	
  Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU 
10 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-
undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, Edisi Kedua, 2016.), hal-167. 
	
  



	
   9	
  

untuk menyelesaikan sebuah perkara. Namun melihat dari syarat Kepailitan yang 

diisyaratkan oleh Undang-undang yang sama sekali tidak menyebutkan 

diharuskanya pembuktian atas ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-

utangnya, menjadikan Kepailitan seringkali disalahgunakan sebagai upaya utama 

dan juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki itikad buruk terhadap 

orang lain. 

 Persyaratan kepailitan yang hanya membutuhkan pembuktian yang 

sederhana cenderung menyebabkan dipilihnya Kepailitan sebagai prosedur yang 

ditempuh sebagai langkah utama dalam menyelesaikan sengketa utang piutang 

antara debitur dan kreditur. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa perkara 

Kepailitan antara lain di dalam perkara Kepailitan antara PT. Prima Jaya 

Informatika selaku Pemohon terhadap PT.Telekomunikasi Selular dengan nomor 

register perkara “48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST”. Kronologi dari kasus 

tersebut dimulai ketika Pemohon yaitu PT.Prima Jaya Informatika  mengajukan 

PT.Telekomunikasi selular ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk diproses dalam 

sebuah permohonan pailit. Dalih yang diajukan oleh Pemohon adalah dikarenakan 

Termohon memenuhi persyaratan Pailit yang diisyaratkan oleh UU kepailitan dan 

PKPU yaitu memiliki 2 atau lebih Kreditur serta memiliki utang yang sudah jatuh 

tempo dan dapat ditagih. PT. Telekomunikasi Selular pun dinyatakan Pailit dalam 

tingkat Pengadilan Negeri. Setelah perkara tersebut diputus dalam tingkat 

pengadilan negri pihak termohon Pailit yaitu PT. Telekomunikasi Selular pun 

mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung karena menilai Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum adapun dalam 
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memori kasasinya pihak Termohon pailit menyatakan pembelaan-pembelaan yang 

pada intinya menyatakan bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Penjualan 

Produk Telkomsel yang disepakati antara PT. Telekomunikasi Selular (in casu 

Pemohon Kasasi) dan PT. Prima Jaya Informatika (in casu; Termohon Kasasi) No. 

PKS Telkomsel: PKS.591/ LG.05/SL-01/VI/ 2011 atau No. PKS Prima Jaya 

Informatika No. 031/ PKS/PJI-TD/V1/2011 tanggal 1 Juni 2011 pihak Termohon 

Kasasi telah gagal untuk memenuhi prestasi yang disepakati dan hal tersebut 

menyebabkan timbulnya hak untuk membatasi pasokan kartu prabayar yang harus 

disediakan oleh Pemohon kasasi terhadap Termohon Kasasi sebagaimana hal 

tersebut sudah diatur dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, oleh 

karenanya utang berupa penyediaan suplai kartu prabayar melalui Purchase Order 

nomor No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 Juni 2012 dan Purchase 

Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tanggal 21 Juni 2012 sejatinya bukan 

merupakan sebuah utang yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi. Melihat 

adanya perdebatan mengenai keberadaan utang, Mahkamah Agung pun menilai 

bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan yang menyatakan 

bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau 

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit 

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi.” tidak terpenuhi dikarenakan 

masih ada perdebatan mengenai definisi utang diantara para pihak atau dalam kata 

lain utang yang dipermasalahkan oleh para pihak tidak bisa dibuktikan secara 

sederhana. oleh karenanya Mahkamah Agung menilai telah terjadi kesalahan 

penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam tingkat Pengadilan Negri dan oleh 
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karenanya status Pailit PT. Telkomsel yang diputus dalam Pengadilan Negeri pun 

dibatalkan. 

 Melihat dari perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular tersebut 

menunjukan bahwa sudah seharusnya persyaratan Kepailitan sebagaimana diatur 

dalam UU Kepailitan yang diberlakukan di Indonesia diperbaharui karena dengan 

mudahnya persyaratan pailit yang sudah ada, terbukti kerap terjadi kesalahan 

penerapan hukum. Kepailitan yang ditujukan sebagai sarana hukum untuk 

memberikan penyelesaian yang adil terhadap permasalahan utang-piutang yang 

dimiliki oleh debitur yang memang dinilai tidak lagi memiliki kemampuan untuk 

melunasi utang-utangnya justru dijadikan sebagai sarana penyelesaian hukum 

untuk menyelesaikan perkara utang-piutang biasa seperti dalam kasus PT. 

Telekomunikasi Selular tersebut. Adapun salah satu hal yang bisa diterapkan 

sebagai pelengkap syarat kepailitan yang sudah diatur dalam UU Kepailitan di 

Indonesia adalah dengan dilakukanya uji solvabilitas terhadap pihak yang 

dimohonkan atau akan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan. Sejatinya Uji 

Solvabilitas dalam perkara pailit digunakan untuk menguji sebesar apa kemampuan 

bayar debitur dalam melunasi utang-utangnya, dilakukanya uji solvabilitas dalam 

pemeriksaan perkara kepailitan sudah diterapkan dalam undang-undang beberapa 

negara selain Indonesia seperti di Inggris (United Kingdom) dalam Bankruptcy Act 

tahun 1986 yang kemudian diperbaharui menjadi Insolvency Rules tahun 2016 yang 

berlaku untuk negara bagian England dan Wales. Di dalam undang-undang tersebut 

kepailitan diperlakukan sebagai upaya terakhir bilamana sang debitur memang 

benar-benar dinilai sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membayar 
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ataupun memiliki jumlah kekayaan yang cukup untuk melunasi utang-utangnya 

seperti yang dinyatakan pada pasal Pasal 271 Undang-undang kepailitan yang 

diberlakukan di Inggris yang menyatakan bahwa:  

Proceedings on creditor’s petition. 
(1)The court shall not make a bankruptcy order on a creditor’s 
petition unless it is satisfied that the debt, or one of the debts, in 
respect of which the petition was presented is either— 
(a)a debt which, having been payable at the date of the petition or 
having since become payable, has been neither paid nor secured or 
compounded for, or 
(b)a debt which the debtor has no reasonable prospect of being able 
to pay when it falls due. 

Seperti yang dinyatakan pada ayat 1 butir b Pasal tersebut dinyatakan 

persyaratan dimana permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditur tidak dapat 

diterima apabila sang debitur dinilai masih memiliki prospek atau peluang untuk 

melunasi utang-utang yang dimiliknya.  

Lebih lanjut ketentuan mengenai persyaratan kepailitan di Inggris dapat 

ditemukan di Pasal yang sama dalam ayat 3 yang menyatakan bahwa:  

“The court may dismiss the petition if it is satisfied that the debtor 
is able to pay all his debts or is satisfied— 
(a)that the debtor has made an offer to secure or compound for a 
debt in respect of which the petition is presented, 
(b)that the acceptance of that offer would have required the 
dismissal of the petition, and 
(c)that the offer has been unreasonably refused; and, in determining 
for the purposes of this subsection whether the debtor is able to pay 
all his debts, the court shall take into account his contingent and 
prospective liabilities.” 

Di dalam Pasal tersebut dikemukakan alasan-alasan dimana permohonan 

pailit yang diajukan oleh Kreditur dapat ditolak oleh pengadilan, yang mana alasan-

alasan tersebut adalah apabila sang Debitur memberikan penawaran untuk 

membayar utang-utang yang dimilikinya, dan dalam rangka untuk memenuhi 

penawaran tersebut maka permohonan pailit yang diajukan harus dicabut atau yang 
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terakhir Pengadilan dapat menolak permohonan pailit dari Kreditur apabila 

penawaran penyelesaian utang yang ditawarkan oleh Debitur secara nyata ditolak 

tanpa didasarkan oleh alasan yang dinilai masuk akal. Dan di dalam Pasal itu juga 

dinyatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan yang disebutkan di dalam pasal 

tersebut, Pengadilan diharuskan untuk melihat dan mempertimbangkan 

kemampuan untuk membayar yang dimiliki oleh sang Debitur. 

Negara lain yang juga mengaplikasikan diterapkanya Uji Solvabilitas dalam 

sebuah perkara kepailitan selain United Kingdom adalah Malaysia yang juga 

mengikuti sistem hukum Common Law, secara singkat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Malaysia debitur dapat dimohonkan pailit ke 

pengadilan apabila sang debitur tidak dapat atau tidak melunasi utang-utangnya 

setelah 21 hari semenjak utang tersebut jatuh tempo dan jumlah utang yang 

diwajibkan untuk dilunasi oleh debitur harus setidak-tidaknya berjumlah 50.000 

Ringgit11.pengaturan mengenai hal tersebut lebih spesifik diatur dalam Malaysia 

Companies Act tahun 2016 yang merupakan pembaharuan dari Malaysia 

Companies act tahun 1965. Ketentuan mengenai kepailitan di undang-undang 

tersebut dapat ditemui dalam Pasal 464 ayat 1 butir a sampai dengan c Undang-

undang tersebut yang mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan 

permohonan pailit kepada pengadilan. Pasal tersebut menyatakan bahwa: 

Petition of winding up 
464. (1) A company, whether or not it is being wound up voluntarily, 
may be wound up under an order of the Court on the petition of any 
one or more of the following: 
(a) The Company; 

                                                
11“Restructuring & Insolvency”, 
https://gettingthedealthrough.com/area/35/jurisdiction/55/restructuring-insolvency-malaysia/ 
 .Diakses pada 20  April 2019, pada pukul 14.40 WIB. 
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(b) any creditor, including a contingent or prospective creditor, of 
the company 
(c) a contributory of any person who is the personal representative 
of a deceased contributory or the trustee in bankruptcy or the 
Director General of Insolvency of the estate of a bankrupt 
contributory. 

 

Di dalam pasal tersebut terutama pada butir a sampai dengan c dinyatakan 

bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan 

adalah perusahaan itu sendiri, Kreditur dari perusahaan tersebut dan juga 

perwakilan dari Direktorat Jendral Kepailitan, ketentuan lanjutan mengenai 

kepailitan dari sebuah perusahaan selanjutnya dalam Pasal 465 Undang-undang 

tersebut yang menyatakan bahwa  

Circumstances in which company may be wound up by Court 
465. (1) The Court may order the winding up if  
(a) the company has by special resolution resolved that the company 
is to be wound up by the Court; 
(b) the company defaults in lodging the statutory declaration under 
subsection 190(3); 
(c) the company does not commence business within a year from its 
incorporation or suspends its business for a whole year; 
(d) the company has no member; 
(e) the company is unable to pay its debts; 

Pada butir e pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa pengadilan berhak untuk 

menjatuhkan putusan pailit kepada perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak 

dapat membayar utangnya, selanjutnya definisi dari ketidakmampuan untuk 

membayar utang yang dimiliki oleh perusahaan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 

466 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa  

 Definition of “inability to pay debts” 
466  
(1) A company shall be deemed to be unable to pay its debts if  

(a)  The company is indebted in a sum exceeding the amount as 
may be prescribed by the Ministed and a creditor by 
assignment or otherwise has served a notice of demand, by 
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himself or his agent, requiring the company to pay the sum 
due by leaving the notice at the registered office of the 
company, and the company has for twenty-one days after the 
service of the demand neglected to pay the sum or to secure 
or compound for it to the satisfaction of the creditor; 

(b)  Execution or other process issued on a judgement, decree or 
order of any court in favour of a creditor of the company is 
returned unsatisfied in whole or in part; or 

(c)   It is proved to the satisfaction of the court that the company 
is unable to pay its debts and indetermining whether a 
company is unable to pay its debt the Court shall take into 
account the contingent and prospective liabilities of the 
Company. 

(2) A petition to wind up a company shall be be filed in the Court 
within six months from the expiry date of the notice of demand issued 
under paragraph (1)(a). 

 Ketentuan mengenai diberlakukanya uji solvabilitas terhadap debitur yang 

dimohonkan pailit termuat dalam butir c Pasal tersebut yang menyatakan bahwa 

agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan pailit kepada seorang debitur maka 

harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memang secara nyata tidak mampu 

membayar utang-utang yang dimilikinya dan untuk memastikan bahwa sang 

debitur tidak dapat membayar utangnya, pengadilan harus memeriksa kemampuan 

untuk membayar dari sang debitur baik yang dimiliki pada saat permohonan pailit 

diajukan ataupun kemampuan membayar yang dimiliki oleh debitur dimasa yang 

akan datang. 

 Pengaturan mengenai syarat-syarat dapat dimohonkanya pailit terhadap 

seorang debitur selain dimuat di dalam Malaysia companies act juga dimuat di 

dalam undang-undang kepailitan yang diberlakukan di Malaysia pada pasal 5 ayat 

1 butir a sampai dengan d Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa:  

Conditions on which creditor may petition 
5. (1) A creditor shall not be entitled to present a bankruptcy petition 
against a debtor unless—  
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(a) the debt owing by the debtor to the petitioning creditor, or if two 
or more creditors join in the petition the aggregate amount of debts 
owing to the several petitioning creditors, amounts to *fifty 
thousand ringgit;  
(b) the debt is a liquidated sum payable either immediately or at 
some certain future time;  
(c) the act of bankruptcy on which the petition is grounded has 
occurred within six months before the presentation of the petition; 
and  
(d) the debtor is domiciled in Malaysia or in any State or within one 
year before the date of the presentation of the petition has ordinarily 
resided or had a dwelling house or place of business in Malaysia or 
has carried on business in Malaysia personally or by means of an 
agent or is or has been within the same period a member of a firm 
or partnership which has carried on business in Malaysia by means 
of a partner or partners or an agent or manager. 

 

Seperti yang dinyatakan pada Pasal 5 ayat 1 tersebut selain ketentuan-

ketentuan lain yang harus dipenuhi agar seorang kreditur dapat mengajukan 

permohonan pailit terhadap debiturnya seperti utang yang sudah jatuh tempo dan 

dapat ditagih, namun dalam Pasal 5 ayat 1 butir a dinyatakan bahwa jumlah utang 

yang harus dimiliki oleh para Kreditur dalam rangka dapat mengajukan 

permohonan pailit harus memenuhi jumlah minimum 50.000 ringgit. 

Selanjutnya dalam memeriksa permohonan pailit yang diajukan oleh 

kreditur terhadap debiturnya, pengadilan dapat menolak permohonan yang diajukan 

oleh Kreditur apabila pada saat pemeriksaan ditemukan fakta bahwa sang debitur 

masih mampu untuk melunasi utangnya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 

6 ayat 3 UU tersebut yang menyatakan bahwa: 

“(3) If the court is not satisfied with the proof of the petitioning 
creditor’s debt or of the act of bankruptcy or of the service of the 
petition, or is satisfied by the debtor that he is able to pay his debts, 
or that for other sufficient cause no order ought to be made, the 
court may dismiss the petition” 
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Sementara di Indonesia sama sekali tidak terdapat Pasal yang menyatakan 

bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur dapat ditolak apabila sang 

Debitur dinilai masih memiliki kemampuan untuk membayar ataupun jumlah 

minimum utang yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan permohonan pailit 

dan hal ini sangatlah merugikan bagi Debitur yang sebenarnya masih memiliki 

kemampuan untuk membayar utang-utangnya.  

Peraturan dalam UU Kepailitan yang mengatur mengenai syarat dapat 

dijatuhkanya keputusan pailit terhadap seorang Debitur yang sederhana sering kali 

dapat mengimbulkan terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum seperti yang 

terjadi dalam kasus PT.Telkomsel dan PT.Prima Jaya Informatika, sejatinya 

keputusan pailit yang sempat dijatuhkan terhadap PT. Telkomsel dapat dihindari 

apabila di dalam Undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia diterapkan 

uji solvabilitas terhadap debitur yang sesungguhnya masih memiliki kemampuan 

untuk melunasi utang-utangnya namun dimohonkan pailit. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

 Melihat penjelasan dan contoh kasus yang sudah penulis jelaskan diatas 

lantas munculah beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan 

di dalam tulisan ini. Adapun rumusan-rumusan masalah tersebut adalah: 

1.   Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat Pengadilan 

Negeri Niaga dan Kasasi pada kasus Telkomsel tersebut? 	
  

2.   Bagaimana pengaturan mengenai kepailitan dan Insolvensi di undang-undang 

Kepailitan yang diberlakukan di Inggris dan Malaysia?	
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.   Mengetahui apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara 

kepailitan PT. Telekomunikasi Seluler dan PT.Prima Jaya Informatika.	
  

2.   Untuk meninjau pengaturan mengenai syarat kepailitan di Indonesia guna 

mengetahui seberapa besar dibutuhkanya uji solvabilitas sebelum 

dijatuhkannya putusan pailit terhadap seorang Debitur.	
  

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

1.   Kegunaan penelitian dari segi teoritis adalah sebagai bahan rujukan bagi para 

pemerhati masalah hukum kepailitan pada dan para praktisi hukum yang 

menangani perkara kepailitan umumnya. 	
  

2.   Sedangkan secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bentuk dukungan 

penulis terhadap keputusan para pembuat UU Kepailitan yang sedang 

merencanakan perbaharuan dari UU Kepailitan dan berencana untuk 

memasukan uji insolvensi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi 

sebelum sebuah perusahaan dinyatakan pailit.	
  

 

I.5. Sistematika Penulisan 

 Dalam rangka mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami 

penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan melalui perincian yang 

tediri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut: 

BAB I: Latar Belakang 
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Pada Bab I ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang, permasalahan atau 

rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini yaitu BAB II penulis menjelaskan atau menjabarkan mengenai 

berbagai landasan teori, landasan konseptual yang berisi undang-undang dan norma 

dan relevan dengan isu hukum yang dibahas di dalam penelitian ini yaitu mengenai 

Kepailitan dan Uji Solvabilitas. 

BAB III: Metode Penelitian 

Pada BAB III ini penulis menjelaskan mengenai jenis metode penelitian yang 

penulis gunakan dalam menyusun penulisan ini. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam BAB IV ini penulis akan menjelaskan serta menganalisa hasil dari penelitian 

penulis dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang penulis jadikan 

pembahasan di dalam penulisan ini, dengan berdasarkan kepada teori-teori dan 

peraturan yang penulis jabarkan di bagian tinjauan pustaka. 

BAB V: Penutup 

BAB V merupakan bab akhir atau penutup dari penulisan ini, di dalam bab ini 

penulis akan menjabarkan kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil analisa serta 

saran yang penulis dapatkan dari Bab I sampai dengan Bab IV penulisan ini. 

  


